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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memerlksa; mengadili dan menjatuhkan Butysan
dengan sidang majelis terhadap perkara pengesahan perkawinan {itsBat ikak)
antara:

1.H. Darnato, S.ses;; M:H bin MD: NatsiF; tempat 1ahir Pariaman; 1angsal
lahir 10 Januari 1958, umur 57 tahun, agama lslam,
pekerjaan Pensiunan, pendidikan terakhir § 1I. status
kawin, kewarganegaraam WNI. beralamat di Jalan
Pisangan Baru 1l Nomor 260 RT. 010, RW 07, Kelurahap
Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Keta Jakarta TimuF,
dahulu sebagai Pemohon |, sekarang Pembanding };

2.Salwati binti Robinson, tempat lahir Sungai Abang; tanggal \ahir
12 Agustus 1971, umur 45 tahun, agama lslam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP,
status kawin, kewarganegaraan WNI, beralamat di Jalan
Pisangan Baru Il Nomor 260 RT. 010, RW. 07, Kelurahan
Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta TimuF,
dahulu sebagai Pemohon II, sekarang Pembanding Ii;

melawan

Gusmiati binti Agus Mst, umur 60 tahun; agama Islam; pekerjaan BeRsiiAan
PNS, beralamat di Jalan Villa Mass Garden Blgk F
Nomor 153 RT.007, RW.009, Keluraham Perwira,
Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekas|, dahulu sebagai
Termohon, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimehenkan Banding;
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DUDUK PERKARA
Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 Nevember
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah dengan mengutip
amarnya sebagal berikut:

MENGADILI]

1. NMMenyatakan permohonan Pemohen tidak dapat diterima i-
2_Ndembebankan kepada Para Pemehen untuk Membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh erarm Fiby Fupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemehen | dan Pemshsnr I telah
mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 21 Nevember 2016
sebagaimana tercantum dalam Akta Permehenan Banding yang dibuat glsh
Panitera Pengadilan Agame Jakarta Timur Nemer 3212/Pdt.6/2016/BA J¥.
Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding Il mengajukan memeri Banding
tertanggal 21 November 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama
Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 29 Nevember 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 eleh Jurusita Pengganti
Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memeri banding sebagaimana
yang diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memeri Banding oleh Wakil
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nemer 3212/Pdt.G/2016/BA JT
pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017,

Bahwa Pembanding 1 dan pembanding I tidak memeriksa berkas banding
(inaage), sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat eleh Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 5 Januari 2017,
demikiam pula Terbanding tidak memerlksa berkas Banding (image),
sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat eleh Panitera Pengadilan Agama
Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 5 Januari 2017

Bahwa permohonan banding tersebut telah didafiar di kepaniteraan
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Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 13 Januari 2617 dengan
Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK dan pendafiaran Berkara Banding tersebut
telah diberitahukan kepade Pembanding dar Terbanding dsngan sural
Nomor W9-A/293/HK.05/1/2017 tanggal 23 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding T dan Pembanding 1 mengajukan
banding pada tanggal 21 Nevember 2016; pada saat sidang BSASUCARAR
putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nemer 3213/Bdt.6/2816/BA JT
tanggal 8 November 2016 Pembanding | dan Pembanding If hadir: dsngan
demikian permohonan banding tersebut diajukan masih d9alam tenggar masa
banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nemsr 28
Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam
masa 13 (tiga belas) hari. Atas dasar itu; permehenan Banding Bsmbanding |
dan Pembanding Il secara formal dapat ditefima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding T dan Pembanding 1 mengajukan
permohonan banding berdasarkan alasan-alasar sebagaimana dijslaskan
dalam memori bandingnya tertanggal 21 Nevember 2816 seBagai Bsrkut:

1-Ndajelis Hakim mempertimbangkan hukum hanya melihat Bahwa Bsmighgr

melangsungkan pernikahan dengan Pemeher If dalam keterikatan pemikahan
dengan Termohon/Terbanding dan tidak ada ijir Bsligami dari pengadilan:
Seharusnya ada pertimbangam Rukum 1aiR yaity MEmperimBangkan
Penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nemer 0374/Bdt-6/3016/BA BKS dan
Akta Cerai Nomor 1683/AC/2016/PA BKS yang membukikan Bahwa telah
terjadi perceraian antara Pembandingl/ Pemehen | dengar Terbanding/
Termohon pada tanggal 1 Agustus 2016;

2. 18ahwa putusan Pengadiian Agama Jakara Timur Nemer 3313/BdreR818BA I
tanggal 8 November 2016 yang menyatakan permehenan Pemshon tidak dapat
diterima adalah sangat keliru karena hanya memperimbBangkan kejadian yang
telah berlalu, padahal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Urdang-Undang NSmsr
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Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompllasi Hukum Islam perkawinan Pemohon I dan
Pemohon i telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar
larangan-larangan perkawinan;

- Majelis Hakim dalam mengambil keputusan tidak mendasarkan pada

landasan yuridis berupa Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan
ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, serta beberapa kutipan yang
menyatakan bahwa oleh karena pengesahan perkawinan (isbat nikah)
sangat dibutuhkan oleh masyarakat maka hakim pengadilan melakukan
ijtihad dengan menyimpangi aturan hukum yang ada dan mengabulkan
pengesahan perkawinan (itsbat nikah) meskipun perkawinan tersebut
dilaksanakan pasca berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terhadap alasan alasan banding tersebut, Majelis

Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1_Ndenimbang, bahwa terhadap alasan banding angka 1 (seharusnya ada

pertimbangan hukum lain yaitu mempertimbangkan Penetapan Pengadilan
Agama Bekasi Nomor 0271/Pdt.G/2016/PA.BKS dan Akta Cerai Nomor
1683/AC/2016/PA.BKS), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
alasan tersebut tidak dapét dibenarkan, karena perkawinan yang dimohonkan
Isbat Nikah oleh Pembanding I dan Pembanding 1I adalah merupakan
peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 2010 sementara perceraian antara
Pembanding I dengan Terbanding terjadi pada tahun 2016 sehingga antara
keduanya tidak ada hubungan hukum yang perlu dipertimbangkan. Dalam
perkara a quo hakim hanya perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada dan
yang terjadi pada saat pelaksanaam perkawinam tersebut, sementara
perceraian antara Pembanding I dengan Terbanding yang terjadi setelah
pelaksanaan perkawinan tersebut tidak dapat mempengaruhi status hukum
bagi perkawinan tersebut;

2_Ndenimbang, bahwa terhadap alasan banding angka 2 (bahwa putusan

Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal
08 November 2016 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat
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diterima adalah sangat keliry karena hanya memperimbangkan kejadian
yang telah berlalu, padahal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kempilasi Hukum Jslam Berkawinan
Pemohon I dan Pemohen Il telah memenuhi Fukun dan syaral BEHawinan
serta tidak melanggar larangan Yarangan Perkawinan); Majglis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan tersebut jtga tidak dapat
dibenarkam olel hukum, karena PerkawiRaR Yapg dilaktkar <lsh
Pembanding T dan Pembanding 1 adalah Bukan Berkawinar Biasa
melainkan poligami liar yang melanggar ketentuan hukum yang Berlakt dan
berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat
Berkaitan dengan poligami lar (perkawinar kedug tanpa adanys izin
poligami dari pengadilan), Mahkamah Agung Republik Indenesia melalui
SEMA Nomor 7 Tahun 2012 khususnya Hasil Rapat Bleng Kamar Agama
angka 11 dan 12 dengan jelas dan tegas melarang kepada pengadilan
untuk mengabulkan pengesahan perkawinan (itsbat Rikah) Bagi Berkawinan
yang nyata-nyata melanggar undang-undang dan atay Berkawinan kedua
tanpa adanya izin poligami dari pengadilan;

3. Menimbang, bahwa terhadap alasan banding angka 3 (sigh karsna lshat

Nikah sangat dibutuhken oleh masyarakat maka Bakim Repgadian
melakukan ijtihad dengan menyimpangi aturan Bukim Yang ada dap
mengabulkan itsbat nikah meskipup perkawinan versebut dilaksanakan
pasca berlakunya Undang-Undang Nemer ¥ Fahup 1974): Majslis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa alasar terseBut iuga tidak sssug
dengan hukum, karena ijthad hakim yang terkesan MeRyifmpang! atiran
hukum (diskresi hukum) hanya beleh dilakukan apabila tefadi kekogongan
hukum bukan wntuk melanggar hukum, SEMeRtars BSHKAWIRAR 3RIMR
Pembanding | dan Pembanding 1l yang dimiehenkar pengesahan BeFkawinan
(itsbat nikah) adalah perkawinan yang melanggar hukum yaittt BSHERIEREAR
dengan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nemer 1 Fahur 1874: 18
Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nemer 9 Tahun 1875 dan Basal 86 ayat 4
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimBangan tersshut
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diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasap-alasan RELL
dijadikan dasar pengajuan banding oleh Pembanding | dar Pembanding i
adalah tidak berdasarkan hukum dan tidak dibenarkan eleh hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesamaan pendapat Majelis Hakim
Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas, terayata dalam musyawarah
Majelis Hakim, telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara
Ketua Majelis bersama Hakim Anggota | dengan Hakim Angasta I dalam hal
merumuskam amar putusan, apakah permohonan pengesahan perkawinan
(itsbat nikah) yang diajukan Pembanding | dan Pembanding Il tersebut dinyatakan
tidak diterima (Niet Onvankeljk Verklaard) dengan kkensekuepsi Butusan
pengadilam tingkat pertama dikuatkan, atau dinyatakam ditelak dergan
konsekuensi putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan: Selengkappya isi
perbedaan pendapat (dissenting opinion) tersebut sebagaimana diuraikan di
bawah ini:

1. Ketua Majelis dam Hakim Anggete | berpendapat Bahwa BeFmsheRan
pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan eleh Pembanding 1 dan
Pembanding II harus ditolak dan putusan pengadilan tingkat Perama yang
menyatakan permohonan Pembanding | dan Pembanding I tidak dapat diterima
harus dibatalkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai beriku:

a. Menimbang, bahwa penerapan dan pemberlakuan peraturan Perundang
undangan termasuk di dalamnya pengaturan tentang beristri lebih daFi
seorang (berpoligami) dengan memberlakukan ketentuan Rukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 55 sampai dengan Pasal
59 Kompilasi Hukum Islam, adalah untuk melindungl kepentingan manusia
terhadap bahaya yang mengancam, juga mengatur hubungan diantara
manusia agar tercipta ketertiban atau stabilitas serta diharapkan dapat
dicegah atau diatasi terjadinya konflik atau gangguar kepeptingan-
kepentingan. Dengan demikian hukum berfungsi melindungi kepentingan
manusia, baik secara individual maupun secara kelompek, karena pada
dasarnya manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaity hukum

Hir: 8 dar 12 hifm: But: N8: 63/Bdt /261 7/BTA - JK

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan asar kepentingannya
maupun kepentingan orang lain terlindungi dari aneaman disekelilingaya ;

b.Menimbang, bahwa izin pengadilan agama terhadap kehendak sesesrang

untuk berpoligami bukan bersifat administratif belaka rRamun lebik daFi ity,
yaitu berfungsi sebagai pengaturan, hal ini bertujuan agar peligami yang
dilangsungkan oleh seorang laki-laki tidak berientangan dengan Rukum
dan pelaksanaannya tetap sejalan dengan tujuan dan fungsi Rukum yang
antara lain adalah menjaga dan melindungi istri yang sah (istfi perama)
dari rasa ketidak-nyamanan dan kezaliman akibat hadirya pihak ketiga
(istri kedua) yang dinikahi oleh sang suami tanpa melalui tatacara yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang beraku

c.Menimbang, bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin Bergadilan tidak

sekedar sebagai pelanggaran administratif belaka, melainkan memBawa
dampak yang luas baik bagi masyarakat, bag istrl yang sah (istfi perama)
maupun bagi keturunan yang lahir akibat peligami tanpa ijin tersebut.
Dengan demikian pemberlakuan peraturan perundang-undangan teRtang
poligami oleh pembuat undang-undang dimaksudkar untuk meliRdungi
nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis sebuah lembaga perkawinan Yang
sangat sakral;

d-Menimbang, bahwa legalisasi poligami tanpa izin pengadilan Berpsiensi

menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, khususnya istri sah (istfi Befama)
dan anak-anak yang lahir dari perkawinan peligami tanpa izin pengadilan,
bahkam secara umum dapat merusak tatanan sesial, terib Ridup
bermasyarakat, dan melemahkan makna lembaga perkawinan sebagai
mitsaqan ghalidzhan, perikatan lahir batin yang kekal dap bahagia; sera
bernilai ibadah (vide Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nemer 1 Tahup 1974
tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

e.Menimbang, bahwa poligami tanpa izin pengadilan juga Berkaitan erat

dengan pencatatan perkawinan. Meskipun pencatatan perkawinan Bukan
merupakam rukun perkawinan, mamun pencatatan PerkawinaR bisa
dijadikan petunjuk mengenai adanya itkad balk di balik pelaksanaan
perkawinan yang tercatat. Sebaliknya, dalam setlap perkawinar yang
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tidak tercatat selalu dipandang atau setidak-tidaknya mengandung itikad
buruk dalam pelaksanaannya;

f-Ndenimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang terungkap dalam
persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berperdapat Bahwa
perkawinan Pemohon I dan Pemohen 1l yang dilaksanakan pada tanggal
17 September 2010 dengan tanpa wmelalui presedur yang sah. adalah
perkawinan yang tidak dibawah ancaman; atau dalam pengaruh PeRipuan
dan atau sejenisnya, melainkan perkawinan atas dasar kesadaran penyh
dari Pemohon 1 dan Pemohon II serta pihak-pihak yang teriibat dalam
pelaksanaan perkawinan tersebut. Atas dasar kepyataap ersebut ketya
Majelis dan Hakim Anggota | berkesimpulan bahwa pada saaf pelaksanaan
perkawinan tersebut sedikit atau banyak ada itikad tidak baik dari Pemshsn |
dan Pemohon II terhadap penegakan hukum; yang jika dipandang sebagai
perbuatan yang sah atau legal, akan berpetensi menimbBulkan ketidak:
tertiban hukum dan merusak tatanan atau kultur hukum €i asyarakat

g-Menimbang, bahwa ketentuan peneatataR perkawinan pada hakekatrya
meletakkan dasar bagi suatu design masyarakat yang maju yang terib
administratif, khususnya dalam bidang peneatatan peristiwa Ruktm BERtRg
dalam kehidupan. Putusan Mahkamah Kenstitusi Nemer 46/BUU-VII/3818
tanggal 13 Februari 2012 tentang pengujian Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan BERtIRGRYA
pencatatan nikah dari dua perspektif: Pertama, perspekiif upaya Regara
memberi jaminan perlindungan hukum dan pepegakar Rokum Seqa
pemenuhan hak asasi manusia kepada pihak-plhak yang melangsungkan
pernikahan. Kedua, perspektif upaya negara member PeriRdungan dan
pelayanan terkait dengan hak-hak yang timbul dari suaty pernikahan seeaFa
efektif dan efisien, khususnya terhadap hak suapi, istri: dap apak-anpak YaRg
lahir dari perkawinan tersebut. Berdasarkan kedua Perspekiif terssbut
legalisasi poligami tanpa izin pengadilan menjadi kentra Braduktif dergan
semangat undang-undang tentang pencatatan perkawinan, yang lebih jauh
berakibat terhambatnya gerak fungsienal hukum sebagai sarana rekayasa
sosial (a tool of social engineering);
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h: Menimbang, 'pahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa perkawinan
Bemehen I dan Pemehen Il yang pelaksanaannya tanpa disertai izin
pengadilan patut dinllai sebagai poligami yang dilangsungkan dengan itikad
Buruk dan tanpa didasar suatu keadaan darurat, sehingga secara normatif
bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
Beriaky: Pengan demlikian, secara yuridis Pemohon 1 dipandang tidak
FEmEeRuhi syarat sebagai calon mempelai laki-laki. Lebih dari itu Ketua
Majelis dan Hakim Anggota T menilai bahwa perkawinan Pemohon 1 dan
Pemehen 1l seeara asasi tidak mencerminkan perkawinan yang dikehendaki
dalam ajaran Islam (perkawinan sebagai suatu ibadah, yang merupakan
salah satu instrumen pokok dalam mewujudkan rahmatan ¥l ‘alamin serta
memiliki pengarub positif dan efektif dalam menjaga kehormatan serta
FenRcegah terjadinya perbuatam keji dam perbuatam buruk lainnya).
Oleh karena itu; tanpa haros mempertimbangkan rukun, syarat, larangan,
dan Ralangar perkawinan lainnya, Ketua Majelis dan Hakim Anggota |
Berpendapat telah eukup alasan dan dasar hukum bagi hakim untuk menolak
permehenan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh
Pemohon | dan Pemohon li;

i- Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka
Butusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT,
tanggal 8 Nevember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438
Hilriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

2. Hakim Anggeta 1l berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan
(itshat nikah) yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding ii hartis
dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan pengadilan tingkat pertama hartis
dikuatkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Menimbang; bahwa dalam pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-
Undang Nemer 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang terakhir
dengan Undans-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkawinan disahkan
hanya perkawinap yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-
Undang Nemer 1 Tahup 1974 tentang perkawinan, akan tetapi pasal 7
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ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk
pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian;

b.Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut tidak
untuk melakukan perceraian, lagi pula karena perkawinan tersebut
dilakukan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

c-Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo pada
pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Jakarta Timur) belum
masuk tahap pembuktian, maka permohonan pengesahan perkawinan
(itsbat nikah) tersebut harus dinyatakan tidak diterima. Dengan
demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan
Agama Jakarta Timur) Nomor 3212/Pdt.G/2016/PA JT tanggal 8 November
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah dapat
dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam musyawarah Majelis Hakim
Tingkat Banding tidak tercapai mufakat bulat, maka pendapat yang diambil dan
dituangkan dalam amar putusan adalah pendapat yang terbanyak yaitu
pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang membatalkan putusan
pengadilan tingkat pertama, selanjutnya dengan mengadili sendiri menyatakan
permohonan pengesahan perkawinam (itsbat nikah) yang diajukan oleh
Pembanding | dan Pembanding Il harus ditolak, hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Pasal 10 PERMA
Nomor 2 Tahun 2000 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik indonesia
Nomor 45/PK/PID/HAM ADHOC/2004 tanggal 4 November 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan; maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008,
biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon I dan
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Disclaimer

Pemohon 11, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada
Pembanding | dan Pembanding IJ;

Memperhatikam jpasal-pasal peraturam perundang-undangam yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I.- Ndenyatakan permohonan banding Pembanding | dan Pembanding 1l dapat
diterima;

li- Ndembatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor
3212/Pdt.G/2016/PA JT, tanggal 8 November 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriah yang dimohonkan banding oleh
Pembanding ! dan Pembanding II;

Dengan Mengadili sendiri:
1.Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2_Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat
ratus enam puluh enam ribu rupiah);

lii- Membebankan kepada Pembanding | dan Pembanding Il untuk membayar
biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima
puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami
Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Busra, S:H;; M:H,
dan Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilam Tinggi Agama Jakarta
berdasarkan Penetapan Nomor 09/Pdt.G/2017/PTA JK, tanggal 13 Januari
2017, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017
Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1438 Hijriah, dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan
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dibantu oleh Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H., Panitera Pengganti dengan
tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

MIRIBURUPIAH

: Busra, S.H:, M.:H i Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

5000

N

Drs.

HakimAnggota,

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Mursyidatul Jannah, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasii : Rp139.000,00

2_Redaksi : :Rp %5.000,00

3.Meterai : :Rp 6.000,00
Jumlah z Rp150.000,00
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